BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Lelang. Petunjuk
Pel aksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PMK.06/2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a bahwa daam rangka meningkatkan pelayanan lelang,
serta mewujudkan pelaksanaan Ielang yang lebih efisien,
efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin
kepastian hukum, dipandang perlu untuk melakukan
penyempurnaan ketentuan mengenal lelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dadam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat . 1.  Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie
28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad
1941.:3);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
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Menetapkan

10.

11.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Staatsblad 1930:85);

Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2003 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang
Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisast dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang
Organisas dan Tata Keja Instans Vetika di
Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pressden Nomor 22 Tahun
2007;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008
tentang Organisass dan Tata Kerja Departemen
Keuangan sebagamana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
143.1/PMK.01/2009;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008
tentang Organisas dan Tata Kerja Instans Vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negarg;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pgjabat Eselon |
di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas
Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau
Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat
atau menurun untuk mencapa harga tertinggi, yang didahului dengan
Pengumuman Lelang.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secaralelang.

Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang
akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang
dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan
pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu,
dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Lelang Noneksekusi Wqjib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan
barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara
lelang.

Lelang Noneksekus Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang
atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN,
adalah unit Eselon | di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang
sesual dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut
KPKNL, adalah instans vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
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22.

23.

yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah.

Kantor Pglabat Lelang Kelas Il adalah kantor swasta tempat kedudukan
Pegjabat Lelang Kelas 1.

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas
(PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang
lelang.

Pgabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang
secara lelang.

Pegjabat Lelang Kelas | adalah Pgabat Lelang pegawal Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang
Noneksekus Wajib, dan Lelang Noneksekus Sukarela.

Pgabat Lelang Kelas Il adalah Pgabat Lelang swasta yang berwenang
melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Pemandu Lelang (Afdager) adalah orang yang membantu Pegjabat Lelang
untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan
lelang.

Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi kewenangan
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang.

Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instans yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual
barang secara lelang.

Pemilik Barang adalah orang atau badan hukum/usaha yang memiliki hak
kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.

Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah
memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.

Pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan
penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pegjabat
Lelang.

Legalitas formal subjek dan objek |lelang adalah suatu kondis dimana
dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi olen pemohon lelang/Penjua
sesual jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan
hukum antara pemohon lelang/Penjua (subjek Ielang) dengan barang yang
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akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pegjabat Lelang bahwa
subjek Ielang berhak melelang objek lelang, dan objek Ielang dapat dileang.

Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang
lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang
Pembelinya wanprestasi.

Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor kepada Kantor
Lelang/Balai Lelang atau Pegabat Lelang oleh calon Peserta Lelang
sebelum pelaksanaan lelang sebagal syarat menjadi Peserta Lelang.

Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan
oleh Penjual/Pemilik Barang.

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang digukan oleh peserta
lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pgjabat Lelang.

Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang
pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga
secara ekslusif atau Harga Lelang dikurangi Bea Lelang pembeli dalam
lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual
dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan (PPh Final) dalam lelang dengan penawaran harga
lelang ekslusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi
Bea Lelang Pembeli.

Kewagjiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus dibayar oleh
Pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi Pokok Lelang dan Bea
Lelang Pembeli.

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang,
yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh
Pgabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna

Minuta Risalah Lelang adalah Adli Risalah Lelang berikut lampirannya,
yang merupakan dokumen/arsip Negara.

Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah
Lelang.
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